
LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 207                                 TAHUN  2018                                SERI :

WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR  10 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang : a.  bahwa  berdasarkan  Putusan  Mahkamah Konstitusi  Republik
Indonesia Nomor 46/PUU-XII/2014 Tanggal 26 Mei 2015 yang
menyatakan  bahwa  Penjelasan  Pasal  124  Undang-Undang
Nomor  28  tahun  2009  tentang  Pajak  Daerah  dan  Retribusi
Daerah  bertentangan  dengan  Undang-Undang  Dasar  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  1945  dan  tidak  mempunyai
kekuatan  hukum  mengikat,  sehingga  ketentuan  mengenai
retribusi menara telekomunikasi yang diatur dalam  Peraturan
Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum perlu di sesuaikan;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
huruf  a,  perlu  membentuk  Peraturan  Daerah  tentang
Perubahan Kedua  Atas  Peraturan  Daerah  Kota  Bima  Nomor  8
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal  18  ayat  (6)  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang  Nomor  17  Tahun  2003  tentang  Keuangan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2003
Nomor  47,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004
Nomor  5,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4355);

SALINAN



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan  Pemerintah  Pusat  dan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi  Elektronik  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor  4834)  sebagaimana  telah  diubah  dengan
Undang-Undang  Nomor  19  Tahun  2016  tentang  Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5952);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun  2009  Nomor  130,  Tambahan  Lembaran  Negara
Indonesia  Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor 244,  Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan  Undang-Undang  Nomor  9  Tahun  2015  tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan  Pemerintah  Nomor  52  Tahun  2000  tentang
Penyelenggaraan  Telekomunikasi  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3980);

11. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005  tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian  dan  Insentif  Pemungutan  Pajak  Daerah  dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010  Nomor  119,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 161);

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017  tentang
Pembinaan  dan  Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2017



Nomor  73,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 6043);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

16. Peraturan  Daerah  Kota  Bima  Nomor  8 Tahun  2011  tentang
Retribusi  Jasa  Umum  (Lembaran  Daerah  Kota  Bima  Tahun
2011  Nomor  124,  Tambahan  Lembaran  Daerah  Kota  Bima
Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota  Bima  Nomor  12  Tahun  2014  tentang  Perubahan  Atas
Peraturan  Daerah  Kota  Bima  Nomor  8  Tahun  2011  tentang
Retribusi  Jasa  Umum  (Lembaran  Daerah  Kota  Bima  Tahun
2014 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA 

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PERUBAHAN  KEDUA  ATAS
PERATURAN  DAERAH  KOTA  BIMA  NOMOR  8 TAHUN  2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 tahun 2011
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah KotaBima tahun 2011 Nomor
124) diubah sebagai berikut:

1)  Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 41

(1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam
rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1
(satu) tahun;

(2) Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  ditetapkan 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun.  

2)  Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga keseluruhan Pasal 42 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 42



(1) Retribusi Pengendalian menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp. 3.
182.000,-  per  menara  per  tahun dengan  struktur  dan  formulasi
perhitungannya  adalah  sebagaimana  tercantum  dalam  Lampiran
Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif  retribusi  sebagaimana dimaksud pada  ayat   (1)  ditinjau  kembali
paling lambat 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Peninjauan  tarif  retribusi  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (2)
dilakukan  dengan  memperhatikan  indeks  harga  dan  perkembangan
ekonomi.

 3) Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga keseluruhan Pasal 43 berbunyi  sebagai
berikut:

Pasal 43

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif  retribusi  ditetapkan untuk
menutupi sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian
menara telekomunikasi 

(2) Satuan biaya  untuk  masing-masing  komponen  disesuaikan  dengan
standar harga yang ditetapkan oleh Walikota Bima.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan  Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
   pada tanggal  9 Agustus 2018

  Pj. WALIKOTA BIMA,

   
                                                                                          ttd

 WIRAJAYA KUSUMA

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal  9  Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd

  MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR 207



NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT: 
( 47 /2018)

LAMPIRAN 
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR  10  TAHUN 2018
TENTANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS RATURAN
DAERAH  KOTA  BIMA  NOMOR  8
TAHUN 2011 TENTANG JASA UMUM

STRUKTUR DAN FORMULASI  PERHITUNGAN RETRIBUSI 
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

KOMPONEN Jumlah
Petugas

Standar
Biaya Satuan kunjungan JML TARIF

Honorarium Petugas 3 300,000 (OK) 2X66 =132 118.800.000
Uangmakan 3 50,000 (OK) 2X66=132 19.800.000

Transportasi 3 150,000 (OK) 2X66=132     59.400.00
0

ATK 1 12.000.000 TAHUN 12.000.000
Total  biaya  opera-
sional pertahun - - - - 210.000.000
Biaya rata-rata atau - 3.181.818



tarif  permenara
pertahun  (66
menara) 
Pembulatan 3.182.000

Jumlah Menara : 66 buah 
Jumlah menara yg dikunjungi perhari : 2 menara
Jumlah kunjungan menara pertahun : 2 kali (66x2=132 kunjungan)

                                                                          
                                                                            Pj. WALIKOTA BIMA,

   ttd

WIRAJAYA KUSUMA


